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BAB IV PENUTUP 

IV.1. Kesimpulan  

 

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik harus diterapkan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan di berbagai tingkat guna mencegah dan 

menghindari segala tindakan administrasi pemerintahan yang merugikan 

masyarakat. Ada 7 Peraturan perundang-undangan yang  mengatur mengenai 

AUPB yaitu UU Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014, UU 

Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 9 Tahun 2004, UU Anti KKN Nomor 28 

Tahun 1999, UU Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, UU Pelayanan 

Publik Nomor 25 Tahun 2009, UU Aparatur Sipil negara Nomor 5 Tahun 2014, 

dan UU Ombudsman Nomor 37 Tahun 2008. Dari ketujuh peraturan perundang-

undangan, 6 peraturan perundang-undangan mengatur mengenai Asas 

Keterbukaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Asas Keterbukaan menjadi asas 

yang penting untuk diterapkan dalam sebuah pemerintahan, termasuk 

Pemerintahan Desa. Asas Keterbukaan juga diterapkan di Pemerintahan Desa 

untuk memberikan informasi kepada masyarakat desa mengenai keadaan desanya. 

Informasi ini juga dijadikan rujukan dalam pembuatan RPJMDes, RKPDes, dan 

RAPBDes. Dalam hal ini masyarakat desa juga dapat berpartisipasi dalam 

penyusunan regulasi desa dengan bekal informasi yang didapat dari adanya 

keterbukaan informasi desa. Adanya keterbukaan informasi juga harus dibarengi 

dengan perlindungan data informasi yang dipublikasikan sebagaimana diatur 

dalam UU KIP. 

Aplikasi Sideka dimanfaatkan oleh Pemerintahan Desa Mandalamekar 

untuk mewujudkan keterbukaan informasi kepada masyarakat desa. Dengan 
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adanya aplikasi Sideka, Pemerintahan Desa Mandalamekar bisa mempublikasikan 

Profil Desa dan Kawasan, Anggaran, dan Data Kependudukan. Untuk anggaran, 

masyarakat desa dapat melihat mengenai pengelolaan keuangan desa yaitu berapa 

data pemasukan dan pengeluaran keuangan Desa Mandalamekar. Sedangkan 

untuk data kependudukan dapat dilihat mengenai jumlah penduduk, pekerjaan, 

pendidikan, status dan agama dari masyarakat Desa Mandalamekar. Sehingga 

masyarakat desa bisa mendapatkan informasi tersebut dengan mudah. Namun 

dalam hal kepastian hukum mengenai kepemilikan aplikasi Sideka dan 

perlindungan data yang diinput di aplikasi Sideka, antara PT Bumades Panca 

Mandala dan Pemerintahan Desa Mandalamekar belum dilakukan perjanjian 

kerjasama secara tertulis untuk pengelolaan data yang diinput di aplikasi Sideka. 

 

IV.2. Saran  

 

Dalam hal pengelolaan informasi desa, aplikasi Sideka sudah baik dalam 

mewujudkan keterbukaan informasi dibandingkan dengan 3 aplikasi dari 9 

aplikasi wajib Pemerintahan Desa (Prodeskel, Siskuedes, dan SIKS) yang 

digunakan di Pemerintahan Desa Mandalamekar. Aplikasi Sideka merupakan alat 

yang mengintegrasikan ketiga aplikasi wajib tersebut supaya bisa dipublikasikan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ada dua saran yang penulis usulkan yaitu 

saran untuk jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek adanya 

Sideka yang berasal dari swasta dapat digunakan oleh Pemerintahan Desa untuk 

memudahkan pengelolaan informasi desa guna mewujudkan asas keterbukaan 
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dengan dipublikasikannya melalui website desa. Namun dengan resiko 

perlindungan kerahasiaan datanya belum jelas siapa yang bertanggungjawab. 

Sedangkan untuk jangka panjang pemerintah harus bisa mengelola sendiri 

sebuah aplikasi yang sifatnya bisa dipublikasikan, dan manfaatnya sama seperti 

Sideka. Untuk memudahkannya dapat dilakukan dengan memperbaiki 

pengelolaan dari ketiga aplikasi wajib Pemerintahan Desa tersebut supaya data 

yang diinput dapat dipublikasikan sebagaimana aplikasi Sideka. Secara normatif 

hal ini dapat menjamin kerahasiaan data apalagi data-data yang sifatnya personal. 

Atau antara PT Bumades Panca Mandala dengan Pemerintahan Desa 

Mandalmekar menyusun perjanjian kerjasama tertulis mengenai pengelolaan data 

yang diinput di aplikasi Sideka. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian 

hukum siapa yang bertanggungjawab atas data yang diinput di aplikasi Sideka. 

Apakah aplikasi Sideka masih milik PT Bumades Panca Mandala dan mereka bisa 

mengaksesnya atau sepenuhnya milik Pemerintahan Desa Mandalamekar dan 

yang bisa mengaksesnya hanya Pemerintahan Desa Mandalamekar. Sehingga PT 

Bumades Panca Mandala tidak bisa mengakses data yang diinput di aplikasi 

Sideka. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum apabila suatu 

saat nanti ada pihak yang mengakses data yang diinput di aplikasi Sideka tanpa 

persetujuan Pemerintahan Desa Mandalamekar akan diberikan sanksi 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Keterbukaan Informasi 

Publik. Ini merupakan salah satu bentuk dari perlindungan data pribadi. 

Penelitian ini merupakan awal bagi Pemerintahan Desa Mandalamekar 

untuk mengetahui manfaat dari Sideka secara penuh. Oleh karena itu perlu 
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dilakukan penelitian lebih lanjut untuk melihat manfaat Sideka bagi masyarakat 

Desa Mandalamekar. 
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LAMPIRAN 

 

I. List Pertanyaan Wawancara untuk Irman selaku Direktur PT 

Bumades Panca Mandala  

1. Apa tujuan utama dari dibentuknya Sideka? 

2. Apa dasar hukum pembentukan Sideka? 

3. Bagaimana hubungan Sideka dengan Prodeskel, Siskeudes dan 

Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial sebagai aplikasi wajib di 

Pemerintahan Desa? 

4. Bagaimana hubungannya antara Sideka dengan Good Governance? 

5. Bagaimana hubungannya antara Sideka dengan Keterbukaan 

Informasi? 

6. Bagaimana pengawasan dari penerapan aplikasi Sideka? 

7. Apakah ada kerja sama tertulis antara Pemerintahan Desa dengan 

PT Bumades Panca Mandala dalam pengelolaan Sideka? 

8. Apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintahan Desa untuk 

dapat menggunakan aplikasi Sideka? 

II. List Pertanyaan Wawancara untuk Tutus selaku Pelatih Sideka 

1. Kapan pertama kali pelatihan Sideka dilakukan? 

2. Pelatihan Sideka sudah dilakukan dimana saja? 

3. Siapa saja peserta yang mengikuti pelatihan Sideka? 

4. Apa tujuan dari dilakukannya pelatihan Sideka? 

5. Bagaimana pengawasan dari penerapan aplikasi Sideka? 

 

 

III. List Pertanyaan Wawancara untuk Helmi selaku Admin Aplikasi 

Sideka 

1. Apa saja fitur yang ada dalam aplikasi Sideka? 

2. Siapa saja yang bisa melakukan input data di aplikasi Sideka? 

3. Apa saja syarat yang harus dipenuhi Pemerintahan Desa supaya 

bisa menggunakan aplikasi Sideka? 
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4. Apakah data yang diinput dengan data dipublikasikan itu sama 

formatnya? 

5. Apakah admin Sideka bisa melihat data yang diinput di aplikasi 

Sideka? 

6. Data apa saja yang diinput di aplikasi Sideka? 

7. Apakah ada ketentuan tertulis mengenai perizinan admin Sideka 

untuk melihat data yang diinput Pemerintahan Desa di aplikasi 

Sideka? 

IV. List Pertanyaan Wawancara untuk Priyatno selaku Kepala Desa 

Mandalamekar 

1. Sejak kapan Desa Mandalamekar menggunakan aplikasi Sideka? 

2. Apa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemerintahan Desa 

apabila ingin menggunakan aplikasi Sideka? 

3. Apakah Pemerintahan Desa melakukan kerja sama tertulis dengan 

PT Bumades Panca Mandala dalam pengelolaan aplikasi Sideka? 

4. Mengapa Desa Mandalamekar menggunakan aplikasi Sideka 

dalam penglolaan informasi desanya? 

5. Menurut Bapak apakah aplikasi Sideka membantu perangkat desa 

dalam mengelola keterbukaan informasi desa? 

6. Selain Sideka, aplikasi apa saja yang digunakan oleh Desa 

Mandalamekar? 

7. Apa bedanya aplikasi Sideka dengan aplikasi lain yang digunakan 

di Desa Mandalamekar? 

V. List Pertanyaan Wawancara untuk Roni selaku Kaur 

Perencanaan yang Mengelola Aplikasi Sideka di Desa 

Mandalamekar 

19. Bagaimana awal mula Desa Mandalamekar dapat mengenal 

aplikasi Sideka? 

20. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat 

menggunakan aplikasi Sideka? 

21. Apakah ada kerja sama secara tertulis antara Pemerintahan Desa 

dan PT Bumades Panca Mandala dalam pengelolaan Sideka? 
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22. Apakah fitur yang ada dalam Sideka membantu bapak dalam hal 

input data? 

23. Data apa saja yang bapak input dalam aplikasi Sideka? 

6. Untuk data kependudukan apa saja data yang diinputnya? 

7. Apakah data yang diinput dengan data yang dipublikasikan itu 

sama? 

8. Kalau berbeda, berarti ada beberapa data yang memang tidak 

dipublikasikan ya? Tujuannya untuk menjaga kerahasiaan data 

pribadi yang diinput ya? 

VI. List Pertanyaan Wawancara untuk Peri selaku Kasi 

Kesejahteraan yang Mengelola Aplikasi Sistem Informasi 

Kesejahteraan Sosial Desa Mandalamekar 

1. Kapan Desa Mandalamekar mulai menggunakan aplikasi SIKS? 

2. Apa saja data yang diinput dalam aplikasi SIKS? 

3. Apakah data yang diinput di aplikasi SIKS harus diinput juga di 

aplikasi Sideka? 

4. Apakah data yang diinput di aplikasi SIKS dipublikasikan? 

5. Apakah aplikasi SIKS membantu bapak dalam hal pengelolaan data 

kesejahteraan sosial di Desa Mandalamekar? 

6. Apa kekurangan dari aplikasi SIKS ini? 

7. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan aplikasi 

SIKS ini? 
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